BAB I1
TINJAUAN UMUM TERHADAP KEKERASAN YANG

DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP JURNALIS
A. TINDAK PIDANA

KEKERASAN 1. Tindak pidana

Pembentuk  Undang-Undang dalam"™ 'berbagai  perundang-undangan
menggunakan perkataan tindak pidanasebagai terjemahan dari strafbaar feit tanpa
memberikan sesuatu penjelasan mengena apa yang sebenarnya dimaksud dengan
perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat
diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan

tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai

pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun ti ndakan.22

Moeljatno menerjemahkan istilah strafbar feit dengan perbuatan pidana,
menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa
pidana tertentu, bagi barang sigpa yang melanggar larangan tersebut.23 Menurut
Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundangundangan formal Indonesia, istilah
peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam Undang undang Dasar

Sementara 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat 1. Secara substantif pengertian dari

istilah stansif, pengertian dari istilah peristiwa pidanalebih

22P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. citra aditya Bakti, Bandung, 1997,
hal. 181

23Moeljatnodalam buku Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur,
2011, hal. 97
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menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia

maupun oleh gejalaalam.24

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang
oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan
disini selain perbuatan yang bersifat aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya

dilarang oleh hukum dan perbuatan yag bersifat pasif tidak berbuat sesuatu yang
sebenarnya diharuskan oleh hukum25 . Menurut Pompe perkataan tindak pidana
secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan

terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku

yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum26

Jonkers menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang
diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan
dengan = kesenggjaan yang dilakukan oleh orang < yang  dapat

dipertanggungj awabkan.27 Tindak pidanajuga dapat diartikan sebagai suatu dasar

yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan
pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah
dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengena dilarang dan diancamnya suatu

perbuatan mengena perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas principle of

24Wirj ono Prodjodikoro, Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003,

gjsm 33

26Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Rgja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him. 49
Pompe dalam P.A.F Lamintang, Op.cit, him 182

Jonkers dalam Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana |, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2001, him. 75
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legality yang menentukan bahwatidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana jikatidak ditentukan terlebh dahulu perundang-undangan.

Para ahli hukum dari Negaralain memiliki pendapat yang berbedabeda

mengenal arti dari Strafbaarfeit, yaitu :

1.simon
Bahwa Strafbaarfeit adalahsuatu handeling (tindakan atau perbuatan)
yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan
hukum (onrechmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld).oleh seseorang
yang mampu bertanggungjawab.

2.Vos
Strafbaarfeit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan
oleh undang-undang diancam pidana

3. Pompe

Bahwa Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan
ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk

mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban
hukum dan menjamin kesejahteraan umum28

2.unsur unsur tindak pidana

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana, maka perlu untuk kita
ketahui bahwa didalam tindak pidana terdapat unsur — unsur tindak pidana.

Mengenai unsur tindak pidana, menurut Lamintang secara umum dibedakan atas

28S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni
Ahaem- Patahaem, 1996, him.205
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unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur — unsur yang
melekat pada diri s pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk
didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan
unsur objektif adalah unsur — unsur yang ada hubungannya dengan keadaan —
keadaan, yaitu di dalam keadaan — keadaan dimana tindakan sipelaku itu harus

dilakukan

a. Unsur —unsur subyektif dari tindak pidana meliputi ;
1. 'Kesengaaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa).
2. ‘Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat
(1) KUHP.
3. Macam — macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan — kejahatan
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
b. Unsur —unsur obyektif dari tindak pidana meliputi :
1 Sifat melawan hukum (wedderechtelicjkheid)Kualitas dari s pelaku,
seperti tercantum dalam pasal 415 KUHP.
2 Kualitas dari si pelaku, seperti tercantum dalam pasal 415 KUHP.
3 Kausdlitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab
dengan kenyataan sebagai akibat>
Selain unsur — unsur tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, yang

pada umumnya telah membagi unsur tindak pidana menjadi dua bagian yaitu

29 P.A.F. Lamintang. Dasar — Dasar HUkum Pidana Indonesia. (Bandung : Sinar Baru, 2000) him
172
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unsur subyektif dan unsur objektif, Moeljatno dalam buku amir ilyas juga
menguraikan unsur — unsur tindak pidana sebagai berikut :
1 Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2 Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang —
undang;
3 Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4 Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5 Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
B. KEKERASAN
1. Pengertian kekerasan
Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.
Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau

sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan
menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain >0 Namun perlu diketahui
bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang
lain saa ~“Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai
berikut™"

K ekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :
a. Pengrusakan terhadap barang;
b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;

d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

30W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990,
him.425

Lipid
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Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang
diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas
mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia
umumnya dipahami hanya serangan fisk belaka. Dengan demikian, bila
pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada

kekerasan fisik maupun psikologi 5.32

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya
kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu,
kekerasan merupakan keahatan. Berdasarkan defenis yang dikemukakan oleh
Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa kekerasan
adal ah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan

nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan

hak milik>
Menurut Santoso34 kekerasan juga bisa diartikan sebagal serangan memukul

(Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan
ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang
lain. Serangan dengan memukul ‘dan-pembunuhan secara resmi dipandang sebagai
tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu
kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang mucul dari situasi kolektif yang
sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama

dalam periode waktu yang lebih lama.

32 Sogjono Sukanto, Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan), Politea, Bandung, 1987,
him.125

3 http://www.masi bied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para- ahli#_ftn2,
Diunduh pada senin 6 Desember 2019, pukul 14.00 WIB

34Topo Santoso, Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, him.24
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Kegjahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan
kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri,
perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar

atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau
perampasan hak.35

2. Bentuk bentuk kekerasan
Kegahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam
satu bab Khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab.tertentu. Dalam KUHP
kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
b. Keahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
c. Keahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
e. Kegahatan yang menyebabkan kematian atau |uka karena keal paan,
Pasal 359-367 KUHP
Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:
a Kegahatan pembunuhan K g ahatan pembunuhan sebagai mana terdapat
daam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa
orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai
Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik
beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-

undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud

%5y esmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum,
UNPAD Press: Bandung, 2004, him. 54
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bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau,
memukul dengan benda keras dan sebagainya

Kgahatan penganiayaan berat Penganiayaan berat menurut Undang-
undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan
atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah
merupakan tujuan utama; jadi niat s pembuat harus ditujukan kepada
melukai "berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat,
apahila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya
merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa
yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2
KUHP

Kegahatan pencurian dengan kekerasan Perlu diketahui bahwa
pencurian dengan kekerasan pada dasarnya indentik dengan modus
pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan
atau ancaman kekerasan yang melekat pada peerbuatan pencurian.
Unsurini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian
dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus
ditujukan kepada orang dan bukan barang.

Kegahataan pemerkosaan Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285
KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman
kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh
dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara

selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari pasal tersebut, maka

::repository.unisba.ac.id::



29

pemerkosaaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang
memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya,
dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus
diperhatikan adalah bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi.
Kekerasan menurut Zakariah Idris adalah perihal yang berciri atau
bersifat keras dan atau perbuatan.seseorang atau sekelompok orang yang
menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau meyebabkan kerusakan
fisik atau barang orang Iain?"6
Menurut penjelasan diatas, kekerasan tersebut merupakan wujud
perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit,
atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada
berupa paksaan atau ketidakrelaaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak
lain yang dilukali. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia
umumnya dipahami hanya menyangkut, serangan fisik belaka. Bentuk
penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau
ketidaknormalan pada fisik tertentu
Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Y ablonski bahwa mengenai pola-

pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua

pola-pola kekerasan, yakni -

36Idris Zakariah, dkk,. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
RI: Jakarta, 1998, him 452

37 Martin Rhaskel dan Lewis Y ablonski dalam Kusuma, Mulyana W.. Analisa Kriminologi
Tentang Kejahatan dan Kekerasan, Ghalia Indonesia: Jakart, 1982, him 24
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a. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang
didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam
peperangan.

b. Kekerasan yang secara sosid memperoleh sanksi, suatu faktor
penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi
sosia terhdap istrinya~yang berzina akan memperoleh dukungan
sosia dari masyarakat.

c. . Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak
ada sanksi sosidnya adalah keahatan yang dipandang rasional
dalam kegjahatan yang terorganisisr.

d. Kekerasn yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini irrational
violence yang terjadi tanpa provokas terlebih dahulu, tanpa
memperhatikan motifas tertentu dan pada umumnya korban tidak
dikenal oleh pelaku™

Kekerasan dapat digolongkan sebagal suatu kekerasan yang harus

memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti-.tingkah laku yang
bertetangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan
memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan
kematian. John Galtung juga memberikan pengertian dalam arti yang sangat
luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghaangi seseorang

untuk merealisasikan potensi dirinya self-realization dan mengembangkan

38| bid, him 25
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pribadinya personal growth 39 . Menurut Dorn Helder Camara, yang

mengenalkan teori-teori kekerasan spiral spiral  of violence yang
menggambarkan proses dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat
persona, institusional, dan struktural yaitu ketidakadilan, kekerasan
pemberontakan sipil dan represt Negara. Ketiganya saling terkait satu sama

lain, artinya kemunculan kekerasan satu menyebabkan kemunculan kekerasan
Iainnya40

Ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber
utama adalah ketidakadilan, yaitu kekerasan nomor satu sebagai gejala yang
menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun Negara, yang diakibatkan
oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan kepentingan ekonomi internasional.
Ketidakadilan ini terjadi sebagal akibat dari upaya kelompok elit nasional
mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur
yang mendorong terbentuknya kondis sub-human yaitu kondisi hidup
dibawah standar layak untuk hidup sebaga manusia normal.

Menurut teori ini, kondisi sub-human ini selanjutnya menciptakan
keterangan terus menerus dimasyarakat, sehingga mendorong munculnya
kekerasan nomor dua yaitu pemberontakan dikalangan sipil. Dalam kondisi
ini manusia menderita tekanan, aisiensi, dehumanisasi martabat, kemudian
mendorong mereka, naik yang langsung menderita tekanan struktural itu

maupun anak-anak muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek

39 John Galtung dalam | Marsana Windhu, Kekerasan Menurut John Galtung, Kanisius,
Y ogyakarta, 1992, hal. 64

40Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan sebuah terjemahan dari judul adi Spiral Of Violence,
Insist Press, Y ogyakarta, 2000, hal. 19.
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sub-human itu, melakukan pemberontakan dan protes dijalan-jalan untuk
melawan ketidakadilan. Ketika konflik, protes dan pemberotakan muncul
dijalan-jalan, ketika kekerasan nomor dua mencoba melawan kekerasan
nomor satu, penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara

ketertiban, meski harus dengan menggunakan cara-cara kekarasan, sehingga

. . . 41
muncul kekerasan nomor tiga yaitu represi penguasa

Bekerjanyatiga jenis kekerasan itu menyerupai spiral, karenanya Dom H
Camara menyebutkannya dengan spiral kekerasan. Kekerasan nomor satu
atau ketidakadilan mendorong pemberontakan sipil atau kekerasan nomor dua
selanjutnya hal itu mengundang hadirnya represi Negara atau kekerasan
nomor tiga. Ketikarepresi itu diberlakukan, hal itu selanjutnya memperparah

kondis ketidakadilan, kekerasan nomor satu sehingga terbentuklah spiral

kekerasan (kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya) « Kgjahatan

kekerasan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah
masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat
tersendiri sepanjang masa.

C. JURNALIS
1. Pengertian jurnalis

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa
Perancis, journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana
jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan

atau laporan setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah

L pid, him 13
42 bid him 14
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pers, bukan pula media massa Jurnalistik adalah kegiatan yang

memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya

dengan bai k.43

MacDougall menyebutkan bahwa jurnalisme/jurnalistik adalah
kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.
Jurnalistik sangat- penting di ‘mana pun dan kapan pun. Tidak bisa
dibayangkan jika tidak ada seorang pun yang fungsinya mencari berita

tentang. peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada

khalayak ramai disertai dengan penjelasan tentang peristiwaitu44

Adinegoro menegaskan, jurnalistik adalah semacam kepandaian
mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan
selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya.  Astrid 'S, Susanto
menyebutkan, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan
serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Onong Uchjana Effendy
mengemukakan, secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai
teknik mengelola berita mula dari mendapatkan bahan sampai kepada

penyebarluaskannya kepada masyarakat

Setelah memperhatikan dan menyelami pendapat para pakar tersebut,
Haris Sumadiria dalam bukunya Jurnalistik Indonesia, mendefinisikan

jurnalistik sebagai “kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan,

43Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis
Profesional, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2006), 2.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktik, (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2006), 15-16.
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mengolah, menyajkan, dan menyebarkan berita melalui media berkala

kepada khalayak seluas-luasnya dengan s;ecepat-cepatnya45

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga
sosid dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan
jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara,
gambar,suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk
lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala

jenis saluran yang tersedia.

Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris
yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers
atau press mengacu pada pengertian komunikas yang dilakukan dengan
perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau press ini
digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan
yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media
cetak maupun oleh wartawan media elektronik. Berdasarkan uraian
tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata
sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang
menyangkut kegiatan komunikass yang hanya dilakukan dengan
perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah

yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan

45Haris, Jurnalistik Indonesia.,3
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media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun

internet.

2. Dasar hukum pers
a. Undang — undang dasar 1945

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagai nya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 F menyatakan
bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informas dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia. Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan perlunya
ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan guna lebih
menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi.
Daam ha ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang
berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain UU No. 40 Tahun
1999 tentang Pers.

c. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 2 menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu
wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi,
keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa
kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Peraturan

tentang pers yang berlaku sekarang ini adalah UU No. 40 Tahun 1999
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yang telah disahkan pada tanggal 23 september 1999 dimuat dalam
Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 memuat
berbagai perubahan yang mendasar atas Undang-Undang pers
sebelumnya. Ha itu dimaksudkan agar pers berfungs maksimal
sebagai mana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers
adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang

penting. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

yang dernokratis46

d. Kode Etik Jurnaistik (KEJ)
Pertama kali kode etik jurnalistik dikeluarkan oleh Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan antara lain:
1) Beritadiperoleh dengan carayang jujur.
2) Menédliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum

menyiarkan (check and recheck).

Kode. etik jurnalistik Kemerdekaan pers adaah sarana
masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna
memenuhi  kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan
manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan
Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung

jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama47

:3Hadi Rahman, Penegak Hukum Melek Pers, Jakarta: Lbh Pers, 2009, him. 41.
“Kode Etik Jurnalistik™, lpds.or.id, http://www.Ipds.or.id, diakses tanggal 9 Desember 2019
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Daam melaksanakan fungsi, hak, kewagjiban dan peranannya,
pers menghormati hak asasi setigp orang, karena itu pers dituntut
profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat Untuk
menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan
landasan moral dan etika profesi_sebagai pedoman operasional dalam
menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta

profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan

menaati Kode Etik Jumnaistik

1) Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita
yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

2) Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam
mel aksanakan tugas jurnalistik.

3) Pasa 3
Wartawan Indonesia sdlalu menguji informasi, memberitakan
secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4) Pasa 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis,

dan cabul.

48 Margianto, Media Online: Pembaca., him 67-68.
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Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas
korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang
menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesiatidak menyal ahgunakan profesi dan tidak
menerima suap.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
keberadaannya, menghargal ketentuan embargo, informas latar
belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidek menulis atau menyiarkan berita
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas
dasar_perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan
bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin,
sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang

kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
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10) Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf
kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11) Pasal 11
Wartawan Indonesiamelayani_hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional
e. Perusahaan Pers
Pasal 1 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa
perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan
usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media eektronik, dan
kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus
menyel enggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Pasal 10
UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan pers memberikan
kesgahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk
kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk
kesgjahteraan lainnya. Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksanaan
kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, harus
dapat melaksanakan asas, fungsi, kewgjiban, dan perannya demi
terwujudnya kemerdekaan pers yang professional berdasarkan prinsip
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.1l3 Untuk mewujudkan
kemerdekaan pers yang professional maka disusunlah standar sebagai

pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai
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mediainformasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai
lembaga ekonomi.
D. TINJAUAN TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
1. Pengertian polisi
Polisi adalah organisasi yang memiliki fungs sangat luas sekali. Polisi dan
Kepolisian sudah sangat dikena pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan
kewenangannya yang -mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga
tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa
citra polisi.dan kepolisan pada masa itu maka negara yang bersangkutan
dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu
negara “Politeia”. Pada masa kgjayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana
kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan
tugas tangan bes melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk
kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk

bagi kepolisian itu sendiri®

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan
Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan
negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta

49 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, him 5.
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terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,

hal ini terdapat dalam Pasa 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesi a50

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah
: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban
umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota
badan pemerintah (pegawal Negara yang bertugas menjaga keamanan dan
ketertiban).>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi
yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang
mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polis
yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak
tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil
keputusan52

Polisi sebagai gparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup
Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polis adalah bagian dari Organisas
Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang
melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan
mencapal sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan

ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian

50Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum,Bandar Lampung, Universitas Lampung, him
15.
z;W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa | ndonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, him. 763
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Op.cit,hlm 12
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maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya
ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas
Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polis itu berbeda-beda. Ada yang
membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada
Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil
Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan
Departemen yang berdiri sendi ri53

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang
berperan dalan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dam pelayanan pada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam
mel aksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di
anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum

menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemeri ntah54

Wilayah kepalisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di
sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah
Negara Republik Indonesa yang di  pimpin seorang Kapolri yang
bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provins disebut
dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpim
seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten

disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin

ngunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, him 100 .
Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Op.cit, him 15.
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oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan
ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di
pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan
tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir

Polis atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya55

2. Tugas, fungsi dan wewenang polis
Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan
pengawasan. secara intensif dan bila perlu dengan paksaan.yang dilakukan dengan
cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa
yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan
Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas

pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2

Tahun 2002 yaitu56
a Meéelaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b. Menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

d. Turut sertadalam pembinaan hukum nasional.

hid him 15
%5 bid him 16
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e. Memeliharaketertiban dan menjamin keamanan umum.

f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk
pengaman swakarsa.

g. Meakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semuatindak pidana
bvh sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

h. _Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan
tugas polisi.

i.  Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak
asasl manusia

j.  Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan
dalam lingkup tugas kepolisian, serta

|.  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polis ini harus dijalankan dengan baik
agar tujuan polis yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-
undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta

terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan
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negara, terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya

tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman da .Menjalankan
fungsi sebagal penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai

beri kut:57

a. Asas Legditas, ddam melaksankan tugasnya sebgai penegak hukum
wajib tunduk pada hukum.

b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban poliss dalam menangani
permasal ahan masyarakat.

c. Asas Partisipasi, dadam rangka mengamankan lingkungan masyarakat
polis: mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan
ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

d. Asas Preventif, selau.menedepankan tindakan pencegahan dari pada
penindakan (represif) kepada masyarakat.

e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instans lain agar tidak
menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh

instansi yang membel akangi

57 Bisri Ilham, Sisten Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, him. 32.
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Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Ingtituss Negara yang melaui
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi
yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian
bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya
ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara,

terselenggaranya fungsi pertahannan dan‘keamanan negara, tercapainya tujuan
nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. = Selain itu

tujuan Pelisi-Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan

keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyrakat dalam mencapai

kesg ahteraan59

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggel edahan, dan penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

%8 Andi Munawarman, Segjarah Singkat POLRI, http:/ /www.HukumOnline.com/ hg/narasi/
2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. diakses pada tanggal 10 desember 2019 him 4

%9 bid
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f.  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

i. menyerahkan berkas perkarakepada penuntut umum;

j. mengajukan ‘permintaan secara langsung kepada pegabat imigrasi yang
berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka
mel akukan tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawal
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil
untuk diserahkan kepada penuntut umum;

[.  dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Kewgiban dan larangan polisi
Kewajiban dan larangan kepolisian di atur dalam peraturan pemerintah

nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian republic

Indonesia

Pasal 3

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesiawajib:

a. setiadan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
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mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan
kepentingan negara;

menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesig;

menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-
baiknya

hormat-menghormati antar pemeluk agama;

menjunjung tinggi hak asasi manusi&;

menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang
berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara
umum

melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;

bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;

berpakaian rapi dan pantas.

Sedangkan larangan kepolisan diatur dalam pasal'5yang berbunyi :

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

a. melakukan hal-ha yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat

negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan politik praktis;

c. mengikuti airan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa;
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d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan,
ataupihaklain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
kepentingan negara;

e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk
mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara
Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada
dalam ruang lingkup kekuasaannya

g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat
hiburan;

h.” menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang

i. menjadi perantara/makelar perkara;

. menelantarkan keluarga

E. KONSEP TEORI PERLINDUNGAN HUKUM
1. Pengertian perlindungan hukum
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi. dan/atau korban, perlindungan
hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitus,

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.60 Perlindungan hukum yang

diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat

€0 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, him 133.
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preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu
gambaran tersendiri dari fungs hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa
hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan
pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya

Menurut Satjipto. Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asas manusia yang dirugikan orang lain

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum61

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum
adal ah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak

asas manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum
dari kesewenangan. °8 Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah

tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-
wenang oleh “penguasa yang tidak sesuai dengan. aturan hukum, untuk

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusi a63
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

61Sattjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). HIm. 53.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat dilndonesia, PT.Bina lImu, Surabaya,1987,him.
1-2.

63 Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister [Imu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) him. 3.
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kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya
ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusi a64

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu ha dari hal
lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan
terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
hak-hak tersebut.

2. Bentuk bentuk perlindungan hukum

Hukurn pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur Kketertiban
dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk
perlindungan hukum tersebut dalam persfektif hukum pidana pada dasarnya
merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk
perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum
pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagal institus yang
kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam

masyarakat.65

Menurut R. La Porta daam Jurnal of Financial Economics, bentuk

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu

64M uchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), him. 14.

®Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasiona
Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang. 1998. him.
73
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bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction) °° Bentuk
perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak
hukum seperti pengadilan, keaksaan, kepolisan, dan Ilembaga-lembaga
penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sgjalan
dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan
bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya
yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institus
penegak hukum

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.
Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah
mencapal keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah
satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di
bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan
ekonomi Khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum
perusahaan kKhususnya mengenal perseroan terbatas karena perlindungan hukum
dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha turutama pihak
penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta

pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang

66 1 Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial
Economics”, no. 58, (Oktober 1999): h. 9.
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mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum

berbentuk perseroan terbatas67

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu
subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek
hukum orang pribadi atau natuurlijkepersoon adalah orang atau manusia yang
telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan
pendukung atau pembawa hak sgak dia dilahirkan hidup hingga dia mati.
Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan
ibunya dianggap telah menjadi sebaga subjek hukum sepanjang kepentingannya

., 68
mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hokum
atau rechtspersoon. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau
dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardo,
hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara

terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur
. 69
perlindungan dan pengakuan
Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection

merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai

67Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan:
Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996),
him. 5-8.

68H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata, h.
143.

%9 satjipto Rahardjo, 1lmu Hukum, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.54.
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keadilan " Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk

pelayanan, dan subjek yang dilindungi .71

70Hilda Hilmiah Diniyati, “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada
Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), h. 19.

71Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesisdan
Disertasi”, cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 261.
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